KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : [§3h TAHUN 2016
ENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Menimbang

Mengingat

CITRA ABDINEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA,

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang
bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi
berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan
standar nasional pendidikan;

bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;

bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian / operasional
madrasah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama
tentang Pemberian Izin Pendirian / Operasional Madrasah Tsanawiyah
Swasta Citra Abdi Negoro,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 14
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tuhan 2008 tentang pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengolahan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar
Sarana dan Pransarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah [btidaiyah,
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana
telah diubah menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peratugan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota; ‘

Peraturan  Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
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8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014
tentang petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015

tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan lzin Pendirian Madrasah,
Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena
Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin
Pendirian Madrasah;

Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara Nomor :
880/Kd.02.26/3/PP.00/08/2016 Tanggal 03 Agustus 2016 tentang
Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah
Tsanawiyah Swasta Citra Abdi Negoro,

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERIAN
IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
SWASTA CITRA ABDI NEGORO

Memberikan Perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah kepada
madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Madrasah Tsanawiyah Swasta Setelah jangka waktu 4 (empat) Tahun,

Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib;

a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor
Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah
peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar
sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan
tenaga kependidikan dan atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pemberian izin pendirian / operasional madrasah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan

melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal di Tetapkan

Ditetapkan di Medan
Pada tanggall{ OWdchar 2016
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KEDUA,

DEPART EMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
i REPUBLIK INDONESIA
DIREISTORAT JENDIERAL,
ADMINISTRASE HUKUM UM UM
. KEPUTUS AN MENTI RI HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
: NOMOR : C-2575.HT.01.02.TH 2007
MENTERI HUL UM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

7"

Membaca Sural ,.'pU nohonan dart Notaris Hamidah, SHLM.Kn Nomor  15/NolZHIS/IV/2007

tanggal 25 April 2007 perihal permohonan pengesahan anggaran dasar yilyasan
dan Nonor - 3UNo/HS/VI2007 tanggal 16 Juli 2007 perihal pertmohonan

pengesalion Yavasan Pendidikan Citra Abd Negoro yang diterima tanggal 30 Juli
2007

Menimbang « ©  Bahwa scielah dilakukan penclitian terhadap Akls Pendirian Yayasan yang i
' ~ sampaikar kepada kamiy Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan
peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, schingga cukup beralasan untuk

‘xrljc':_mbcrii—\ W pengesahan Akta Perdirian Yavasan terscbut

Mengingat = 1. tnda s-undang Nomor 16 Taihun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara
ik ‘Republik ™ Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
;' o " Repubiik  Indonesia Nomor 4132) juncto Urdang-undang Republik Indoncsia
: ©+. Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun
2001 tontang Yayasan (Lembaran Negara Repuolik Indonesia Talin 2004 Nomp |
FES, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 443201,
2. ' Sunat r(u.‘i)u(us:m Dircktur Jorderal Administiasi Hukum Umum Departemen
Hukuwm Dan Hak Asasi Manusia Republik Indcnesia Nomor C-26111 0110711

2004 tanggal 06 Desembior 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian
dan Persetujuan Akta Perubahan Angparan Dasar Yayusan,

; MEMUTUSKAN
) ‘,’.‘ i ; -
Menctapkan' : : :

PERTAMA - : Mi:lnbcrik;m Pengesahan Akia Pendirian :

YAYASAN PENDIDIKAN CITRA ALDI HEGOR()

NPWP 21,008 782.4-115.000
‘)crkcdudq‘kxn di. Jalan “Pendidikan  Dusun 11 Teratak, Desa Perkebunan  Sei
- Bejanghar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Asahan, scsuai Akta Nomor 06

tanggal 24 April 2007 veng dibuat oleh Notaris Hamidah, SH,M Kn berkeduduk
w - dirKisaran, Kabupaien Asahan

seputasan Moenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mul

ai
berlaku sejuk tangeal ditelapkan

Ditctapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Agustus 2007

Lo LRSYAMSUDIN MANAN SINAGA. SH.MH
: NIP - 04003988 |
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